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Abstrak

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan tidak dapat
dicampuri oleh kekuasaan negara lainnya, karena itu akan memengaruhi nilai
keadilan. Namun, kemerdekaan hakim tidak serta merta membuat hakim dapat
berperilaku menyimpang, sehingga diperlukan adanya pengawasan terhadap
perilaku hakim. Kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim dilakukan secara
internal oleh Mahkamah Agung dan secara eksternal oleh Komisi Yudisial.
Prinsipnya kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim berdasarkan kode etik
dan terhadap penanganan perkara tetap berada di tangan Mahkamah Agung
sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Pengawasan eksternal diperlukan
sebagai fungsi kontrol dalam lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun pada
hakikatnya Komisi Yudisial bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Namun,
pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bukan sebagai fungsi checks
and balances pada lingkup kekuasaan kehakiman. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode
pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara,
dengan metode analisis bahan hukum secara kualitatif. Penelitian dilakukan untuk
menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip negara
hukum, pembagian kekuasaan, checks and balances, dan kekuasaan kehakiman.
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap
perilaku hakim oleh Mahkamah Agung memiliki dasar argumentasi sebagaimana
tercantum dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang- Undang
Mahkamah Agung. Pengawasan terhadap perilaku hakim dilakukan secara
fungsional oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang memiliki tugas
mengawasi lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk pejabat
pengadilan dan para hakim, serta administrasi peradilan.

Kata kunci: kekuasaan kehakiman, Badan Pengawasan Mahkamah Agung,
pengawasan terhadap perilaku hakim.

Abstract
Judicial power is an independent power and cannot be interfered with by other state

authorities, because it will affect the value of justice. However, the independence
of judges does not necessarily make judges deviant, so it is necessary to supervise
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the behavior of judges. The authority to supervise the behavior of judges is done
internally by the Supreme Court and externally by the Judicial Commission.
Principally, the authority to supervise the behavior of judges based on the code of
ethics and the handling of cases remains in the hands of the Supreme Court as the
holder of judicial authority. External supervision is needed as a control function
within the scope of judicial power, although in essence the Judicial Commission is
not as an agent of judicial power. However, supervision carried out by the Judicial
Commission is not a function of checks and balances in the scope of judicial power.
The method used in this study is normative juridical, using a statute approach, with
descriptive research specifications. The method of gathering legal materials is done
through literature study and interviews, with qualitative legal material analysis
methods. The study was conducted to analyze the legal norms relating to the
principles of the rule of law, the distribution of power, checks and balances, and
judicial power. Based on the results of this study, it can be concluded that the
supervision of the behavior of judges by the Supreme Court has the basis of the
arguments as stated in Article 24A of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia, the Law on Judicial Power, and the Law on the Supreme Court.
Supervision of the behavior of judges is carried out functionally by the Supreme
Court Supervisory Agency which has the task of overseeing the judicial
environment under the Supreme Court, including court officials and judges, as well
as judicial administration.

Keywords: judicial power; Supreme Court Supervisory Agency; supervision of
judge behavior

A. PENDAHULUAN
Latar Belakang

Indonesia menganut prinsip bahwa negara harus dijalankan berdasarkan
hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah
negara hukum”. Salah satu karakteristik negara hukum adalah memiliki sistem
lembaga peradilan yang mandiri. Lembaga peradilan tersebut mempunyai
eksistensi yang kuat sebagai syarat utama negara hukum, sehingga harus
dirumuskan dalam konstitusi. Oleh karena itu, lembaga peradilan tersebut
mempunyai fungsi menyeluruh dalam mengawasi sistem peradilan dan perilaku
para aparat penegak hukum.

Penyelenggaraan peradilan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia telah
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
kepada Mahkamah Agung [Pasal 24 ayat (1)]. Ketentuan mengenai
kewenangan Mahkamah Agung diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar agar
dibentuk undang-undang, yang dituangkan dalam Pasal 24 ayat (3), bahwa
“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur
dalam undang-undang”.

Mahkamah Agung memiliki lima fungsi sebagai penyelenggara kekuasaan
kehakiman, yaitu Fungsi Peradilan, Fungsi Pengawasan, Fungsi Mengatur, Fungsi
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Nasihat, dan Fungsi Administrasi. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung meliputi pengawasan terhadap lingkungan peradilan yang
berada di bawahnya, serta pengawasan terhadap tingkah laku para hakim dan
perbuatan pejabat pengadilan dalam rangka menjalankan tugas yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman (Fauzan, 2012).

Namun, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
pernah mendapat “masalah” dengan munculnya lembaga negara baru dalam
struktur kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang disebutkan dalam Pasal
24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen
ketiga, menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk
melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Fungsi pengawasan terhadap
perilaku hakim oleh Mahkamah Agung seolah-olah diintervensi oleh lembaga lain
dan menjadikan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah
Agung seolah-olah seperti tidak mandiri. Berdasarkan uraian permasalahan di
atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan
fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung dalam Skripsi
yang berjudul, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim oleh
Mahkamah Agung”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Apadasar argumentasi adanya fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim
yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim oleh
Mahkamah Agung?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan :Normatif, Statute Approach
1. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
2. Lokasi Penelitian : - Sekretariat Mahkamah Agung
- Badan Pengawasan Mahkamah Agung
- Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

Mahkamah Agung
3. Jenis Bahan Hukum : Bahan hukum primer & Bahan hukum sekunder
4. Teknik Pengumpulan : Studi kepustakaan dan Wawancara
5. Metode Penyajian . Naratif
6. Metode Analisis . Kualitatif
B. PEMBAHASAN
1. Dasar Argumentasi Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim oleh

Mahkamah Agung
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di
Indonesia mendapatkan kewenangannya sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang
mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Frasa terakhir
dalam pasal tersebut menyebutkan “...mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh undang-undang”, berarti bahwa kewenangan Mahkamah
Agung dalam mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang, dan wewenang lainnya
bersumber dari undang-undang. Berdasarkan konsep Negara Hukum di
Indonesia yang menganut prinsip bahwa kekuasaan kehakiman harus
dilaksanakan secara independen, artinya kekuasaan kehakiman terbebas
dari campur tangan pihak manapun. Namun, hal yang berkaitan dengan
pengawasan terhadap perilaku hakim dilaksanakan oleh Komisi Yudisial
yang ditugasi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat serta perilaku hakim.

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman
Pengawasan hakim dan hakim konstitusi diatur dalam Bab VI Pasal

39 sampai dengan Pasal 44. Pada Pasal 39 diatur mengenai kewenangan

pengawasan Yyang dipegang oleh Mahkamah Agung, yang berbunyi

sebagai berikut:

(1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua
badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam
menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah
Agung.

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah
Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas
administrasi dan keuangan.

(3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh
Mahkamah Agung.

(4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara.

Secara normatif Mahkamah Agung memiliki beberapa kewenangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu wewenang yang
dimaksud adalah melakukan  pengawasan tertinggi terhadap
penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawah
Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Selain
itu, secara teknis Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan
tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan, serta
pengawasan internal terhadap tingkah laku hakim (Kadir, 2018).

99



S.L.R. Vol.2 (No.1) : 96-108

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Ketentuan mengenai fungsi pengawasan Mahkamah Agung termuat
dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung, yang berbunyi sebagai berikut.

(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap
penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam
menjalankan kekuasaan kehakiman.

(2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim
di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

(3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-
hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan
Peradilan.

(4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau
peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua
Lingkungan Peradilan.

(5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat
(1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim
dalam memeriksa dan memutus perkara.

Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung. Pasal 32 telah diubah menjadi yaitu Pasal 32A

dan Pasal 32B. Pasal 32A yang mengatur mengenai pengawasan
terhadap perilaku hakim, berbunyi seperti berikut.

Pasal 32A

(1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh
Mahkamah Agung.

(2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi
Yudisial.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.

(4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Keberadaan kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa Indonesia sebagai
negara hukum harus mampu menyelenggarakan peradilan yang bebas
serta hakim-hakim yang bersih dari pengaruh apapun. Melalui hakim-
hakim dari badan-badan peradilan akan dapat ditegakkan prinsip- prinsip
negara hukum, sendi-sendi hukum dan keadilan, meskipun dalam
prosesnya kemungkinan akan banyak menemukan benturan-benturan, oleh
karena gerakan untuk menegakkan hukum (supremasi hukum) harus
berhadapan dengan berbagai aspek kepentingan. Para hakim akan diawasi
perilakunya agar tidak mengotori nilai-nilai keadilan yang tercermin dari

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bushtami,

2017)
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Beberapa di antara pertimbangan hukum hakim konstitusi adalah
mengenai pembagian kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim
yang dilakukan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial.

“... Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan adanya “wewenang lain”
dari KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sehingga oleh karenanya KY
harus berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku yang
kongkret demikian, sebagaimana yang telah ditetapkan, untuk
dijadikan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 24B
ayat (1) UUD 1945 tersebut telah dijabarkan dalam UUKY sebagai
pengawasan (control),
yang oleh para mantan Anggota PAH | BP MPR Tahun 1999-2004
ditafsirkan sebagai pengawasan eksternal untuk melengkapi
pengawasan internal yang dilakukan oleh MA sendiri. Tetapi
pengawasan eksternal yang disebut dalam Pasal 24B ayat (1) tersebut
adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ...”

Komisi Yudisial dinilai salah menafsirkan konsep pola hubungan checks and

balances dalam kekuasaan kehakiman yang dinyatakan dalam amar

putusan sebagai berikut.
“... (i) UUKY terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur
pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang
mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan,
serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Hal tidak jelas
dan tidak rincinya pengaturan mengenai pengawasan dalam UUKY
serta perbedaan dalam rumusan kalimat seperti dimaksud pada butir
() menyebabkan semua ketentuan UUKY tentang pengawasan
menjadi kabur (obscuur) dan menimbulkan ketidakpastian hukum
(rechtsonzekerheid) dalam pelaksanaannya;
(i) Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UUKY didasarkan
atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah
hubungan antara MA dan KY berada dalam pola hubungan “checks
and balances” antarcabang kekuasaan dalam konteks ajaran
pemisahan kekuasaan (separation of powers), sehingga menimbulkan
penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya. ...”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim konstitusi

berpendapat bahwa sistem checks and balances tersebut terkait erat
dengan prinsip pembagian kekuasaan negara (distribution of powers),
namun tidak serta merta dapat dikaitkan dengan persoalan pola hubungan
antarsemua jenis lembaga negara, seperti misalnya dalam konteks
hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam hal
pencalonan hakim agung dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Oleh
karena itu, memahami hubungan antara lembaga negara dalam perspekiif
checks and balances di luar konteks pembagian fungsi-fungsi kekuasaan
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negara (distribution of powers), seperti dalam hubungan antara Mahkamah
Agung dan Komisi Yudisial, adalah kurang tepat. Meskipun benar demikian
bahwa Komisi Yudisial dapat diberi wewenang pengawasan, maka
pengawasan itu bukanlah dalam rangka checks and balances dan juga
bukan pengawasan terhadap fungsi kekuasaan peradilan, melainkan hanya
pengawasan terhadap perilaku individu-individu hakim (Rahmatullah,
2013)
d. Statistik Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Badan Pengawasan

Tabel 1. Statistik Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Badan Pengawas Periode
Januari s.d Maret 2019

No. Jabatan Jenis Hukuman Disiplin Jumlah
Berat Sedang Ringan

1. Hakim 6 1 8 15

2. Panitera 1 - 4 5

3. Sekretaris - - - -

4, Panitera 1 1 1 3

Muda

5. Panitera 5 - - 5
Pengganti

6. Jurusita - -

7. Jurusita - - 1 1
Pengganti

8. Pejabat 2 - - 2
Stuktural

9. Staf 6 1 - 7

Jumlah 21 3 14 38

Sumber: http://bawas.mahkamahaqung.go.id/

Tabel 2. Statistik Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Badan Pengawas Periode
April s.d Juni 2019

No. Jabatan Jenis Hukuman Disiplin Jumlah
Berat Sedang Ringan

1. Hakim 6 5 12 23

2. Panitera - - 4 4

3. Sekretaris - - - -

4, Panitera 1 - 1 2

Muda

5. Panitera - 1 3 4
Pengganti

6. Jurusita - - - -

7. Jurusita 2 - - 2
Pengganti

8. Pejabat - - - -
Stuktural
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Staf 5 - 1 6
Jumlah 14 6 22 42

2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh
Mahkamah Agung

a.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MARI)
Badan Pengawasan (Bawas) adalah suatu badan fungsional yang dibentuk di
bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas membantu
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan
pengadilan di semua lingkungan peradilan. Badan Pengawasan mengemban
tugas dan tanggung jawab khusus melakukan pengawasan terhadap 910
(sembilan ratus sepuluh) Satuan Kerja pada Badan Peradilan di bawah
Mahkamah Agung di seluruh Indonesia. Berdasarkan wawancara pribadi
dengan Dr. Ahmad Syafig, S. Ag, S.H., M.H selaku hakim yustisial Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesa pada tanggal 21 Maret 2019
beliau menerangkan bahwa Badan Pengawasan juga disebut sebagai badan
fungsional karena kedudukannya di bawah Mahkamah Agung adalah sebagai
aparat atau pejabat pengawas yang ditunjuk secara khusus untuk
melaksanakan tugas pengawasan tersebut dalam satuan kerja.

Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekertaris Mahkamah
Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di
lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan
peradilan.

Kedudukan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial

dalam Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berperan dalam pembentukan Majelis
Kehormatan Hakim (MKH) dalam hal pemeriksaan terhadap pelanggaran kode
etik serta penjatuhan sanksi. Majelis Kehormatan hakim adalah lembaga bersifat
ad hoc yang dibentuk untuk memberikan ruang bagi hakim yang
direkomendasikan pemberhentian dari jabatan hakim untuk membela diri. Unsur
dalam Majelis Kehormatan Hakim ditentukan berjumlah ganijil, yaitu tujuh orang
Hakim Pemeriksa Majelis, terdiri atas empat orang dari unsur Komisioner Komisi
Yudisial dan tiga orang Hakim Agung dari Mahkamah Agung. Badan
Pengawasan ikut berperan dalam penunjukan Hakim Agung yang akan
memeriksa di Majelis Kehormatan Hakim dengan memberikan rekomendasi
kepada Ketua Mahkamah Agung berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pada mekanisme pemeriksaan, Komisi Yudisial bersama dengan Badan
Pengawasan Mahkamah Agung melakukan koordinasi dalam pemeriksaan
yang meliputi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim, serta pengajuan Klarifikasi oleh hakim yang diduga
melakukan pelanggaran. Setiap pemeriksaan dibuat berita acara pemeriksaan
dan ditandatangani oleh pimpinan Komisi Yudisial dan Kepala Badan
Pengawasan. Klarifikasi tersebut diajukan paling lama 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya pemanggilan secara patut oleh Komisi Yudisial atau Badan
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Pengawasan Mahkamah Agung. Hasil pemeriksaan berupa terbukti atau
tidaknya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat, namun apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui suara
terbanyak.

Hubungan antara Badan Pengawasan cq. Mahkamah Agung dengan
Komisi Yudisial bersifat koordinasi dalam hal pengawasan terhadap perilaku
hakim. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan maupun Komisi
Yudisial bukan bersifat checks and balances melainkan merupakan salah satu
bentuk kontrol terhadap perilaku hakim, dan dalam batas-batas tertentu kedua
lembaga ini dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim. Namun, pada sisi Badan Pengawasan, oleh Mahkamah Agung
diberikan kewenangan pengawasan lebih terhadap penyelenggaraan peradilan,
administrasi dan keuangan, serta pengawasan terhadap pejabat pengadilan
meliputi panitera dan jurusita.

C. Objek dan Ruang Lingkup Pengawasan Badan Pengawasan
Mahkamah Agung

Berdasarkan wawancara dari Ahmad Syafiq Badan Pengawasan, sebagai

sebuah badan fungsional diberikan tugas dan fungsi khusus oleh Mahkamah

Agung untuk menangani semua hal yang berkaitan dengan bidang

pengawasan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman telah memberikan gambaran bahwa objek

pengawasan Mahkamah Agung meliputi beberapa hal yang dapat diuraikan

sebagai berikut:

a) Pengawasan bidang teknis peradilan atau teknis yustisial, yaitu segala
sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim, yaitu menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dalam hal
ini termasuk pula bagaimana pelaksanaan putusan tersebut. Dapat
disimpulkan bahwa tujuan dari pengawasan dalam konteks ini adalah
peningkatan kualitas putusan hakim.

b) Pengawasan bidang administrasi peradilan, adalah segala sesuatu
yang menjadi tugas pokok kepaniteraan lembaga peradilan.

c) Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Peraturan Bersama Mahkama Agung
Republik Indnesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor
02/PB/MA/1X/2012 dan Nomor
02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan
Pedoman Perilaku Hakim menjelaskan bahwa Pengawasan terhadap
kode etik dan perilaku hakim yang berfungsi menjaga kehormatan dan
martabat hakim baik dalam hal kedinasan maupun non kedinasan atau
dalam hal persidangan maupun di luar persidangan. Perilaku hakim
yang dimaksud adalah meliputi sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang
dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat
dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu
melaksanakan tugas profesi.
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d) Pengawasan terhadap perbuatan pejabat peradilan, yaitu pengawasan
terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pejabat pengadilan
meliputi para hakim, panitera, sekretaris maupun jurusita.

e) Ruang lingkup pengawasan meliputi: penyelenggaraan, pelaksanaan
dan pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan,
sedangkan Sasaran pengawasan meliputi: lembaga peradilan, yang
meliputi Mahkamah Agung, pengadilan tingkat Banding dan
pengadilan tingkat pertama.

Mekanisme Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung

dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan dari lembaga peradilan,

individu hakim, serta penanganan atas pelayanan pengaduan oleh
masyarakat. Secara sederhana, urutan mekanisme pengawasan dilakukan
oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dimulai dari: Pertama,
pengawasan secara kelembagaan (Penyelenggaraan/Teknis Peradilan
dan Administrasi Perkara); kedua, pengawasan terhadap individu-
individu (para hakim agung, hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat
banding, serta pejabat pengadilan, panitera dan jurusita); dan ketiga,
pengawasan terhadap penanganan pengaduan dari masyarakat di Meja

Pengaduan atau whistleblowing system).

Berdasarkan Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cikal Bakal,
Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang tahun 2013 Mahkamah Agung
dalam aspek pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan atau
disebut teknis yudisial, melaksanakan kewenangannya dengan melakukan
tindakan-tindakan seperti meminta keterangan tentang hal-hal yang
menyangkut teknis peradilan, memberi petunjuk, teguran, atau peringatan
yang dianggap perlu, dan sebagainya. Namun, melihat masih adanya
indikasi praktik negatif yang dilakukan oleh hakim dan minimnya hakim
yang dijatuhi sanksi, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan belum
cukup efektif. Penekanan fungsi pengawasan internal oleh Mahkamah
Agung menjadi krusial karena berhubungan juga dengan pengawasan
yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.
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Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan

Pengawasan
Pengawasan Pengawasan
terhadap perilaku tF;treI?gga\(\'l)asan terhadap keuangan actilrarwrﬁgte;gsi
(a orangalgrr? aduan) manajemen PRI 2 peradilan&administr
P peng peradilan; asi perkara;

Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim

Pengawasan Pengawasan terhadap Pengawasan
berdasarkan Kode Etik perbuatan pejabat Pengawasan terhadap terhadap pelayanan
dan Pedoman Perilaku pengadilan, pe]aksapaan publik (penanganan

Hakim panitera&jurusita administrasi perkara pengaduan)

Pengawasan Terhadap Penanganan Pengaduan

Pengawasan pada pelayanan Meja Pengaduan di setiap Penanganan Pengaduan
pengaduan oleh Masyarakat pengadilan (Whistleblowing System)
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan
terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

a. Dasar argumentasi adanya fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim

oleh Mahkamah Agung adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 24A ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal
39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman; Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung; Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 005/PUU-1V/2006. Pengawasan terhadap perilaku
hakim mencerminkan bahwa Mahkamah Agung sebagai pemegang
kekuasaan kehakiman berhak melakukan pengawasan terhadap para
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hakim yang menjadi simbol kekuasaan kehakiman, demi melaksanakan

prinsip- prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar

negara hukum.

b. Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah
Agung telah sesuai dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman,
yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, suatu badan
fungsional yang independen untuk melakukan pengawasan terhadap:

a) Penyelenggaraan teknis peradilan;

b) Perilaku hakim dan pejabat pengadilan;

c) Pelaksanaan administrasi peradilan dan administrasi Badan
Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, tetapi
dalam pengawasan terhadap perilaku hakim, Badan Pengawasan
berkoordinasi dengan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas
eksternal sebagai bentuk kontrol, bukan sebagai mekanisme checks and
balances dalam pengawasan terhadap perilaku hakim.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan
terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung, penulis merekomendasikan
saran sebagai berikut:

a. Perlunya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang
Mahkamah Agung yang dapat mengakomodir mengenai pengawasan
terhadap penyelenggaraan peradilan dan perilaku hakim, agar memiliki
landasan yang kuat dalam penegakan hukumnya.

b. Pengawasan terhadap perilaku hakim membutuhkan penambahan
personil pada tingkat daerah khususnya pengadilan tingkat pertama,
tidak hanya sekedar pengawasan yang diserahkan kepada pengadilan
tingkat banding, serta membuka akses seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk ikut melakukan  pengawasan terhadap
penyelenggaraan peradilan dan perilaku hakim.
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